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PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II

FPONTTIANAK
NOMOR 10 TAHUN 1998
TENTANG

PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK
KETIGA KEPADA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II PONTIANAK

bahwa dalam rangks memacu lajunya usaha pembangun-
an di Kotamadya Daerah Tingkat II Pontianak, perlu
meningkatkan praksrsa, peran serta dan pengerahan
dana baik dari Pemerintah maupun dari Pihak Retiga

bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, di-
pandang perlu untuk mengatur penerimaan sumbangan
dari pihak Ketiga kepada Daerah dalsm suatu
Peraturan Daerah.

Undang-Undang Nomor 27 tahun 1959 tentang Pene-
tapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953
tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kali-
mantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1853 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor T2
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1820) -

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-
Pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037) ;

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negars
Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41 Tambahan
Lenbaran Negars Republik Indonesia Nomor 3685 5

FPeraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang
Pengurusan, Pertanggung Jawaban dan Pengawasan
Keuangan Dasersh (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1975 Nomor i
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Peraturan Pemeriﬁ%ah'ﬂomor 6 Tahun 1875 tentang Cara
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan ‘Balanja Dsesah,
Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Cara
Penyusunan Anggsran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1875
tentang Contoh-Contoh Cara Penyusunan Anggaran Fen-
dapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha
Keuangan Daerah dan penyusunan Perhitungan Anggaran
Pendapatan dan Belanjs Daerah ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1873
tentang Penerimsan Sumbangan Pihak Ketiga kepada

Daserah.

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 800-089 tanggal

2 April 1880 tentang Manual Administrasi FKeuangan
Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun _1987
tentang Pengelalsan Barang Pemerintah Daerah ;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nowmor 84 Tahun 1883.

tentang Bentuk Persturan Daerah dan Peraturan Daerah
Perubshan ;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 1998
tentang Manual Administrasi Barang Daerah ;

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kotamadya Daserah Tingkat II Pontianak.

MEMUTUSKAN

P Menetapkan : FERATURAN DAERAH KOTAHABYA'DAERAHVTINGKAT ITI PONTINAK
5 TENTANG PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA DAERAH

BAB T
EETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturasn Daerah ini yang dimaksud dengan

Daerah adalah Kotamadya Daerah Tingkat IT Pontianak.
.

Tingkat II Pontianak. . - : ’
-

Kepala Daerah adalah Halikotamady& Kegpla Daerah
Tingkat II Pontianak.

Dewan Perwakilan  Rakyat Daerah ﬁgﬁlah "Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tlngkat II

Pontianak ..
. -

e. Bumbangan

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kotamadya Daerah
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Fetighr kepada Daerah sechArs ikhles, tidekR " mengikat dimsng
pefalehannya’ coleh Pihak Ketiga tidak betrtentangan dengan
Peraturan Parundang-Undangan yang berlaku baik berupa uang

atasn disamakan dengan uang maupun barang-barang bergerak
atan tidak bergersak.

Pihak Ketiga, adalah setiap Orang atau Badan Hukum dimansapun
domisilinya tanpa membeda-bedskan kewarganegarsan atau asal
usul yang memberikan sumbangan.

Dinas Pendapatan Dsaerah, adalsh Dinas Pendapatan Daerah
Kotamadya Daerah Tingkst II Fontianak.

Pejabat yvang berwenang adalah Pejabat dan atau Instansi yang
ditunjuk oleh Kepala Daerah untuk mengurus barang milik

Daerah ;

. Kas Daérah, adalah Kas Kotamadya Daerah Tingkat IT

Pontianak.
BAB £1
KETENTUAN BENTUK DAN BESARNYA SUMBANGAN
Fazal 2

Daerah dapat menerima sumbangan dari FPihak Ketiga.

Sumbangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini
dapat berups pemberian hadiah, donasi,wakaf,hibah atau
lain-lain sumbangan yang serupa dengan itu yang diberikan
cleh Fihak Ketiga.

Pemberian Sumbangan Pihak EKetiga kepada Daersh sebagaimana
dimaksud ayat (1) dan ayat (2) pasal ini tidak mengurangi
dan atau menghilangkan kewajiban-kewajiban yang bersangkut-
an kepada Negara maupun Daerah.

Fasal 3

Besarnya sumbangan Pihak Ketiga sebagaimana tersebut pasal 2

ayat (2) tidak mengikat dan diberikan secara ikhlas.

Formulir pemberian sumbangan dari Pihak Ketiga disediakan
oleh Pemerintah Daerah. :

B AB III
KETENTUAN PERSETUJUAN
Pasal 4

Sumbangan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud dalam pasal 2
Peraturan Daerah ini harus mempercleh persetujuan terlebih
dahulu dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

BAB IV ......
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BAB IV
KETENTUAN PENGELOLAAN
Pasal, 5
Dinas Pendapatan Daerah dengan dibantu cleh Dinas-Dinss dan

Instansi-Instansi vertiksl lainnya yang ada di Daerah
menyelenggaraksn penerimsan sumbangan dari Pihak Ketiga

{ﬂppada'ﬂaerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Peraturan

Daerah ini.

Semua hasil penerimasn sumbangan sebagaimans dimaksud dalam
ayat (1) pasal ini yang berbentuk uang atau yang disamakan
dengan uwang sepenuhnya disetorkan ke Kas Dasrah.

Sumbengan dalam bentuk barang baik yang bergerak maupun
tidak bergerak yang telah dibebani kewajiban- kewajiban
Negara dan Dasersh, dengan dipindah tangsankan sehagail
sumbangan ini kewajiban tersebut tidak dihapus.

Setisp penerimsan sumbangan dari Pihak Ketigas yang berupa
barang, langsung diikuti dengan penyerahannys kepada Peja-
bat yeng berwensang dan mencatatnys dalam buke inventaris
Pemerintah Dserah sebagai kekayaan Daerah.

Tandsa bukti penerimasan sumbsngan dari Pihak Fetigsa
dinyatskan didalam Berita Acara dan atau bentuk-bentuk
penerimasan leinnyva.

Fasal 6

hasil penerimasn sumbangasn Pihsk Ketiga sebagaimene dimak-
sud dalam pasal & ayat (2) Peraturan Daerah ini harus
dicantumkan dalaim Anggarsan Pendapatan dan Belanja Daerah.

Sumbangan Pihak Ketiga yang diperoleh Dserah sebéﬁaimana
diatur dalam Peraturan Daersh dini harus dipérgunasksn untuk
kepentingan Daerash khususnya untuk Pembangunan Daerah.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 7

Dengan berlskunya Feraturan Daerah ini,  segala ketentuan

yang dikeluarkan cleh Pemerintah Daerah sebelumnya, sepan-
jang mengenai penerimaan sumbangan Pihel Ketiga képada.

Daersh dinyatakan tidak berlaku.

Uang dan atau barang yang bsrasal dari eumpanéan pihak
ketiga sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal imi dinyatakan

ssh berdasarkan ketentusn dalam Peraturan Dasrah ini. :
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PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PONTIANAK

NOMOR 10 TAHUN 1998
TENTANG
PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA DAERAH

UMUM

Dalam rangksa meningkatkan pelaksanaan Pembangunan Dae-
rah disegala bidang diperlukan kebijaksanaan-kebijaksa
naan berupa peningkatan prakarsa, peran serta dan penge
rahan dana baik dari Pemerintah maupun dari masyarakat.

Dengan memperhatikan kemampuan Daerah dipandang perlu
meningkatkan usaha penggalian sumber-sumber keuangan
baru yang tidak bertentangan dengan kepentingan Negara
maupun Daerah serta sesuai dengan Peraturan Perundang-
Undangan yang berlaku.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka secara res-
mi perlu dibuka kemungkinan penerimaan sumbangan dari
Pihak Ketiga untuk meningkatkan kesejahteraan masyara=
kat dan kepentingan Daerah, baik berupa uang atau vang
disamakan dengan itu maupun berupa barang-barang berge-
rak ataupun barang-barang tidak bergerak yang diberikan
secara ikhlas dan tidak mengikat.

Guna tercapainya daya guna dan hasil guna penerimaan
sumbangan tersebut maka perlu diatur dalam suatu Pera-
turan Daerah yang arahnya sesuai dengan semangat Otono
mi Daerah yang dinamis dan bertanggung jawab.

EASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas
Pasal 2 ayat (1) : Cukup jelas

ayat (2) : Sumbangan dimaksud pasal 2 terse-
but dapat berbentuk uang atau ber
bentuk barang baik bergerak maupun
tidak bergerak

ayat (3) * yang dimaksud kewajiban yang ber-
: sangkutan kepada Negara maupun Dae
rah misalnya kewajiban Pihak Ke
tiga untuk membayar pajak sebelum
sumbangan tersebut diserahkan kepa
da Daerah.
Pasal 3 : Cukup jelas
Pasal 4 : Cukup jelas
Pasal 5 ayat (1) : Cukup jelas
ayat (2) : Cukup jelas
ayat ¢3) : Yang dimaksud kewajiban-kewajiban
kepada Negara dan Daerah tidak ha-
pus 1ialash kewajiban sebelum sum-
bangan tersebut diserahkan kepada
Daerah.

ayat (4) ¢ Cukup jelas
ayat (5) : Cukup jelas
: Cukup jelas

: Cukup jelas

Cukup jelas : 8

: Cukup jelas :

Pasal
Pasal
Pasal
Pasal
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